Analisis Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bone

Mayestika Fortuna Jaharuddin 
Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin
Email: mayestikafrt@gmail.com

Abstract
IKD or Identitas Kependudukan Digital is electronic information used to represent population documents and return data in digital applications via mobile phones. This study aims to determine the utilization of the Identitas Kependudukan Digital (IKD) application in administering the Residence Identification Card in Bone Regency. This study used descriptive qualitative research methods. The data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The location of this study was at the Civil Registry Service Office of Bone Regency. The result of this study indicate that the utilization of the IKD can be measuring using indicators of implementation of E-Government in public services, such as (1) efficiency, the utilization of IKD in Bone Regency runs efficiently, as proven by the use of IKD that makes it easier for the public to use the Identification Card; (2) effectiveness, IKD services in Bone Regency have been realized quite well as proven by the use of IKD that is very effective and practical as it can be used anywhere and anytime; and (3) transparency, publication of IKD services products makes it easy for the public to follow, monitor, and control the development of services provided using the IKD application. 
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Abstrak
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]IKD atau Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui handphone. Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam pengadministrasian KTP di Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunkana adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi IKD dapat diukur menggunakan indikator penyelenggaraan E-Government dalam pelayanan publik yaitu (1) efisiensi, pemanfaatan IKD di Kabupaten Bone berjalan dengan efisien dibuktikan dengan penggunaan IKD yang memudahkan masyarakat dalam penggunaan KTP; (2) efektivitas, pelayanan IKD di Kabupaten Bone telah terealisasi dengan cukup baik dibuktikan dengan penggunaan IKD yang sangat efektif dan praktis karena dapat digunakan dimana saja dan kapan saja; serta (3), transparansi, publikasi mengenai produk layanan IKD membuat masyarakat dengan mudah mengikuti, memantau, dan mengontrol perkembangan pelayanan yang diberikan menggunakan aplikasi IKD. 
Kata kunci: E-Government, penerapan, Identitas Kependudukan Digital.
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PENDAHULUAN
Melihat perkembangan zaman sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi sangat penting di era globalisasi sehingga mulai dikenal electronic government sebagai bentuk implementasi dari pemanfaatan TIK pada pemerintahan. E-Government merupakan sistem pelayanan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat melalu metode pengolahan data yang cepat dan informasi yang akurat (Pratama et al., 2019).
Menurut (Moon, 2002), E-Government merupakan salah satu konsep yang sangat menarik yang diperkenalkan pada akhir tahun 1990-an di ranah administrasi publik. E-Government sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Implementasi teknologi informasi di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya kebijakan melalui Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Telematika yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi informasi untuk mendukung tata pemerintahan yang baik dan mempercepat proses demokrasi. Kemudian diperkuat dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, yaitu terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui E-Government (Tui et al., 2022).
Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat membuat pemerintah perlu mempersiapkan langkah-langkah proaktif untuk menghadapi perubahan-perubahan yang dihasilkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi ini. Hal ini harus disikapi sebagai peluang dan tantangan yang perlu diantisipasi dengan menyiapkan perangkat dan sistem jaringan teknologi informasi yang mudah diakses serta dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan dan kesejahteraan.
Pemerintah daerah harus mampu memberikan pelayanan publik yang memenuhi kriteria better, cheaper, dan faster. Masyarakat juga tentu saja membutuhkan media yang mudah diakses sehingga mereka dapat mengetahui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, baik dalam bentuk dukungan, sanggahan, maupun kritik (Pemerintah Kabupaten Bone, 2018). Salah satu upaya Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, serta pelayanan administrasi yaitu dengan menyelenggarakan pelayanan publik. Sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu salah satu tujuan Negara Republik Indonesia didirikan adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar demi kesejahteraan setiap warga negara, keefektifan suatu sistem pemerintahan dilihat dari baik buruknya penyelenggaran pelayanan publiknya (Surjadi, 2009).
Dalam (Tui et al., 2022), untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi dalam mewujudkan kualitas pelayanan yang lebih baik tentunya diperlukan inovasi baru seperti E-Government. Ada beberapa indikator-indikator dalam mengukur penyelenggaraan E-Government dalam pelayanan publik, yaitu kualitas pelayanan yang diberikan, efisiensi, efektivitas, serta transparansi. Keseluruhan indikator ini harus terpenuhi untuk mewujudkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terselenggara dengan baik.
Pelaksanaan pelayanan publik khususnya administrasi kependudukan diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berkenaan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan undang-undang tersebut, administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kualitas pelayanan publik yang baik, dibutuhkan peran serta pemerintah untuk mewujudkannya, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, seperti prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kepastian biaya pelayanan, serta kepastian jadwal pelayanan.
Banyaknya manfaat yang didapatkan dari penerapan E-Government ini mengakibatkan banyak daerah yang juga memanfaatkan E-Government untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat termasuk Kabupaten Bone. Dalam (Junaidi, 2015), penerapan E-Government dalam bidang pelayanan publik khususnya administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten menggunakan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang merupakan sistem informasi berbasis web yang dibentuk berdasarkan prosedur-prosedur dengan standar khusus dengan tujuan untuk menyelenggarakan sistem administrasi kependudukan agar tercapainya tertib administrasi dan juga untuk membatu aparatur pemerintah dalam melakukan pelayanan publik. Dengan adanya SIAK ini, pelayanan administrasi kependudukan dapat dilakukan secara online, cepat dan mudah dengan memanfaatkan teknologi dalam penginputan data-data dan dokumen kependudukan. Secara hukum, sistem ini dikukuhkan dengan Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
Di era digital sekarang ini dimana teknologi sangat berkembang pesat, kita tentu saja tidak bisa dipisahkan dengan teknologi. Kemajuan teknologi menjadi solusi untuk memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Sistem pemerintahan berbasis online menjadikan data dan informasi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara cepat, akurat, dan aman (Surjadi, 2009).
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri menyatakan bahwa tidak akan lagi menambah persediaan blangko E-KTP yang kemudian diganti dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD). IKD atau Identitas Kependudukan Digital merupakan salah satu inovasi Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui handphone sehingga dapat mempermudah dalam pelayanan masyarakat. IKD bisa digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan admnistrasi kependudukan serta menyimpan dokumen kependudukan seperti KTP-el, kartu keluarga, akta kelahiran, serta dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan publik.
Identitas Kependudukan Digital (IKD) memiliki sistem keamanan yang mumpuni yang dilengkapi dengan fitur pencegahan screenshot atau tangkap layar yang bisa meminimalkan penyalahgunaan informasi. Selain itu, QR code yang diberikan juga berubah-ubah yang berlaku hanya 90 detik  (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022). Pada Juli 2022 lalu dilakukan uji coba kepada pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota se-Indonesia untuk melihat kekurangan dan kelebihannya dan selanjutnya akan dilakukan aktivasi pada pegawai ASN kemudian mahasiswa dan pelajar seluruh Indonesia secara bertahap (CNN Indonesia, 2023).
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone saat ini telah menggunakan IKD dalam melakukan pelayanan kependudukan. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, H. A. Saharuddin, S. STP., M. Si., penerapan IKD ini diharapkan akan mempermudah proses pelayanan masyarakat dan meminimalisir kebocoran data pribadi yang masih marak terjadi. Meskipun IKD sudah diterapkan, KTP fisik masih tetap berlaku untuk mengakses berbagai kebutuhan layanan kepada lembaga pengguna hingga adanya ketentuan lebih lanjut dari Ditjen Dukcapil Kemendagri (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bone, 2022).
Per 11 Januari 2023, kurang lebih sekitar 800 warga Bone telah mengaktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) yang terdiri dari berbagai kalangan mulai dari ASN, mahasiswa dan pelajar, masyarakat umum, serta pers. Dikutip dari (detikInet, 2023), dalam proses implementasi IKD ini terjadi hal yang kontradiktif yaitu Disdukcapil ingin mendigitalkan identitas kependudukan yang memanfaatkan keunggulan, efisiensi, dan kemudahan, tetapi sebaliknya menggunakan cara manual yang tidak efisien dan menghabiskan waktu masyarakat yang ingin mengaktifkan IKD. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dan didukung oleh berbagai informasi, ada beberapa fenomena penerapan E-Government dalam pelayanan administrasi kependudukan yang dapat diidentifikasi yaitu aplikasi yang masih tidak stabil dan bermasalah, aplikasi hanya bisa diakses melalui ponsel android, serta scan QR code harus ke kantor catatan sipil. Belum lagi masyarakat pedesaan yang tidak mempunyai handphone dan gagap teknologi. Hal ini membuktikan bahwa peralihan dari KTP elektronik menjadi IKD atau Identitas Kependudukan Digital yang menggunakan aplikasi penerapannya masih kurang maksimal.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital, pemanfaatan aplikasi Identitas Kependudukan Digital dalam pengadministrasian KTP di Kabupaten Bone, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemanfaatan aplikasi Identitas Kependudukan Digital dalam pengadministrasian KTP di Kabupaten Bone.

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, Jalan Andi Mappanyukki Nomor 3 Watampone, Kabupaten Bone dengan perkiraan waktu penelitian sekitar 2 (dua) bulan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada. Menurut (Tobing et al., 2017), penelitian kualitatif terkait cara yang digunakan dalam mendekati-memahami, menggali, serta mengungkap fenomena tertentu dari informan penelitian.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Tujuan dari kualitatif deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat terkait fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian kualitatif mampu mengungkap fenomena-fenomena implementasi E-Government dalam administrasi kependudukan di Kabupaten Bone.
Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) data primer, merupakan jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari informan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada informan yang dianggap representative yang dapat memberikan infromasi yang valid; dan (2) data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui sumber-sumber yang telah tersedia seperti catatan, laporan historis, serta dokumen-dokumen yang kemudian digunakan untuk melengkapi data primer sesuai dengan objek penelitian.
Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah narasumber atau informan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa komponen yang dianggap mengetahui atau terlibat langsung dalam penerapan E-Government dalam pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan aplikasi IKD di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone. Adapun informan penelitian ini yang dipilih secara purposive sampling adalah sebagai berikut:
1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone
2. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone
3. Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone
4. Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone
5. Masyarakat pengguna Identitas Kependudukan Digital
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu (1) wawancara, teknik pengumpulan data dengan melakukan percakapan dengan dua belah pihak yaitu peneliti dan informan secara langsung di lapangan; (2) observasi, teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung agar dapat memperoleh fakta-fakta yang menunjang mengenai penerapan E-Government dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone; (3) dokumentasi, teknik pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, serta gambar yang dapat mendukung penelitian; serta (4) studi kepustakaan, teknik pengumpulan data dengan membaca buku, artikel, undang-undang, dokumen-dokumen, serta mendia informasi lain yang menyediakan informasi mengenai penerapan IKD dalam pelayanan administrasi kependudukan.
Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan dilapangan dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan E-Government dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam (Tui et al., 2022: 256), sejalan dengan konsep Society 5.0 dimana komponen utama pada era ini adalah manusia yang mampu menghadirkan nilai-nilai baru melalui perkembangan teknologi. Untuk memberikan kepuasan dalam pelayanan publik berbasis elektronik kepada masyarakat, ada beberapa indikator untuk mengukur penerapan E-Government dalam pelayanan publik, yaitu sebagai berikut:
Efisiensi
Efisiensi merupakan kejelasan dan kemudahan untuk menggunakan layanan. Aplikasi berbasis internet dapat membantu meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan melakukan pengumpulan dan transmisi data serta penyediaan informasi dengan masyarakat. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan identitas kependudukan yang berada dalam genggaman yang sangat memudahkan masyarakat. Aplikasi ini merupakan dokumen berjalan yang dapat diakses kapan saja selama memiliki jaringan internet yang memadai.
Beliau juga menjelaskan bahwa IKD merupakan administrasi yang memudahkan masyarakat dalam penggunaan KTP dan juga dapat digunakan di lembaga-lembaga yang membutuhkan. Awalnya semua data dari beberapa lembaga-lembaga pengguna sudah terkoneksi, misalnya kemitraan sosial terkait dana bantuan sosial, NPWP, KPU, dan lembaga-lembaga lainnya. Namun untuk saat ini IKD belum tersosialisasikan ke seluruh lembaga pengguna dan masih terus disosialisasikan agar secepatnya bisa mempermudah akses masyarakat. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sedang mengalami update sistem sambil membenahi dan melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga pengguna untuk lebih memaksimalkan fungsinya.
Penggunaan IKD tentu saja meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi kependudukan, seperti jika KTP masyarakat hilang atau bermasalah mereka tidak perlu datang ke Disdukcapil. Hanya dengan menggunakan handphone, data kependudukan sudah bisa diakses dimana saja. Dalam penggunaannya hanya terkendala pada jaringan karena adanya keterbatasan akses jaringan di beberapa wilayah tempat tinggal masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan IKD ini sangat memudahkan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan serta lebih praktis dan mudah digunakan dibandingkan menggunakan KTP fisik.
Salah satu masyarakat pengguna IKD mengatakan bahwa dengan menggunakan IKD data kependudukan bisa diakses dimana saja hanya dengan menggunakan handphone dan juga aplikasi IKD ini sangat mudah diakses dan sistemnya sangat cepat. Dalam penggunaannya hanya terkendala pada jaringan karena adanya keterbatasan akses jaringan di beberapa wilayah tempat tinggal masyarakat.
Efektivitas
Pelayanan yang efektif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat yang disajikan dalam berbagai bentuk. Kualitas pelayanan membutuhkan metode yang tepat agar masyarakat dapat merasa terpuaskan dengan pelayanan yang diberikan salah satunya yaitu dengan adanya E-Government. Hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone membuktikan bahwa pelayanan IKD di Kabupaten Bone sudah terealisasi dengan cukup baik dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang mengaktifkan IKD setiap hari. Hal ini juga didukung dengan adanya keharusan untuk mengaktifkan IKD pada saat melakukan perekaman KTP sebelum KTP dicetak. Untuk masyarakat yang sudah lanjut usia yang tidak bisa datang langsung ke Disdukcapil, yang tidak memiliki handphone android, yang memiliki handphone tetapi tidak dapat mengakses IKD, tidak diwajibkan untuk mengaktifkan IKD.
Hal yang serupa juga dikatakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dalam wawancaranya. Beliau mengatakan bahwa penggunaan IKD sangat efektif karena banyak memberikan dampak positif. Beberapa diantaranya yaitu, memudahkan masyarakat dalam melihat dokumen-dokumen kependudukan terutama yang telah melakukan perubahan data karena telah terupdate secara otomatis di sistem. Kemudian dokumen-dokumen kependudukan tersebut dapat dicetak sendiri oleh yang bersangkutan.
Ada banyak kelebihan yang didapatkan dalam penggunaan aplikasi IKD. Hal ini dikatakan oleh salah satu masyarakat pengguna IKD, bahwa data-data kependudukan di dalamnya tidak mudah untuk disalahgunakan dan juga diubah. Data-data keluarga dalam kartu keluarga juga dapat dilihat dan dapat diketahui dengan mudah kartu keluarga mana yang aktif dan telah sinkron dengan KTP. Di era digitalisasi sekarang ini IKD sangat praktis digunakan dibandingkan dengan menggunakan KTP fisik, karena IKD dapat digunakan dimana saja dan kapan saja tanpa harus membawa KTP fisik.
Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, mengatakan bahwa IKD meberikan banyak manfaat kepada masyarakat pengguna seperti dapat dengan mudah melihat data-data kependudukan seperti data keluarga, KTP, dan Kartu Keluarga. Meskipun demikian, untuk Akta Kelahiran tampaknya belum tersedia di aplikasi dan saat ini sedang diupayakan agar secepatnya bisa dimuat dalam aplikasi IKD.
Transparansi
Penyelenggara pelayanan publik wajib mempublikasikan semua produk layanan yang diberikan sehingga seluruh pengguna dapat melihat seluruh produk yang disediakan. Publikasi mengenai produk layanan IKD membuat masyarakat dengan mudah mengikuti, memantau, dan mengontrol perkembangan pelayanan yang diberikan menggunakan aplikasi IKD. Hal ini membantu meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dengan memudahkan informasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sehingga menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan terjaga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, manfaat dari aplikasi IKD ini telah dirasakan oleh lebih dari 10.000 masyarakat Kabupaten Bone yang telah melakukan aktivasi IKD. Aplikasi IKD ini kemudian mencakup data-data kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, kemudian Akte Kelahiran untuk saat ini masih belum tersedia.
Wawancara dengan salah satu masyarakat pengguna IKD juga mengatakan bahwa IKD berisi data-data kependudukan dan data diri terkait, serta pelayanan-pelayanan yang bisa diakses melalui IKD. Dalam hal ini merupakan pelayanan yang bisa dilakukan melalui handphone dan tidak perlu datang ke Disdukcapil untuk melakukan pengurusan berkas dan data. Pelayanan-pelyanan yang dimaksud disini adalah permohonan cetak kartu keluarga, permohonan cetak biodata, surat keterangan pindah, kelahiran, dan kematian. Meskipun demikian, IKD masih perlu dikembangkan demi menciptakan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat di era digitalisasi sekarang ini.
Aplikasi IKD sangat memudahkan masyarakat dalam administrasi kependukan. Data-data kependudukan di aplikasi IKD dapat dilihat oleh masyarakat kapan pun dan dimana pun selama masih terkoneksi dengan jaringan internet yang baik. Dokumen kependudukan tersebut juga bisa di-download dan dicetak sendiri sesuai kebutuhan masyarakat. 
KESIMPULAN
Penyelenggaraan administrasi kependudukan melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Bone telah berjalan dengan cukup baik dan mendukung penerapan e-government dalam pelayanan publik. Ditinjau dari aspek efisiensi, penggunaan IKD mampu mempermudah masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan dokumen kependudukan secara digital, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah serta belum optimalnya pemanfaatan IKD oleh seluruh lembaga pengguna. Dari aspek efektivitas, aplikasi IKD dinilai mampu memberikan pelayanan yang lebih praktis, cepat, dan mudah diakses sehingga mendorong meningkatnya jumlah masyarakat yang melakukan aktivasi IKD. Sementara itu, dari aspek transparansi, penyediaan berbagai layanan dan informasi kependudukan melalui aplikasi IKD memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh akses terhadap data dan layanan administrasi kependudukan secara terbuka dan jelas.
Implementasi IKD di Kabupaten Bone menunjukkan perkembangan yang positif, yang ditandai dengan tingginya antusiasme masyarakat dalam melakukan aktivasi dan memanfaatkan layanan digital kependudukan. Hingga saat ini, jumlah masyarakat yang telah mengaktifkan IKD terus mengalami peningkatan, menunjukkan bahwa aplikasi tersebut diterima dengan baik sebagai inovasi pelayanan publik berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa peningkatan sosialisasi, penguatan infrastruktur jaringan, serta perluasan integrasi layanan dengan berbagai lembaga agar pemanfaatan IKD dapat lebih optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
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